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ABSTRAK 

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM 

PENYELESAIAN  PERMASALAHAN HUKUM DAN PIUTANG                     

PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK                   

KANTOR CABANG TANJUNG KARANG 

 

Oleh 

RIZKI RAMADHAN 

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam 

menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui apa latar belakang PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang 

Tanjung Karang meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dalam menyelesaikan tunggakan kredit. Dalam pernyelesaian perkara ini PT BRI 

(Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang menggunakan jalur non litigasi 

yakni mediasi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

yuridis normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan 

hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan 

teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian 

teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif 

normatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa banyak 

nasabah PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang masih menunggak 

pembayaran kredit. Setelah dilakukan mediasi antara PT BRI (Persero) TBK 

Kantor Cabang Tanjung Karang dengan para nasabah dengan didamping oleh 

mediator dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Serta 

berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalah ini 

berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga total 10 dari 47 nasabh 

berkomitmen untuk melakukan pembayaran kredit kepada PT BRI (Persero) TBK 

Kantor Cabang Tanjung Karang. 

 

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, Bank



 
 

ABSTRACT 

ROLE OF STATE ATTORNEYS AS A MEDIATOR IN THE SETTLEMENT 

OF LEGAL AND RECEIVABLE PROBLEMS AT PT BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSERO) TBK TANJUNG KARANG BRANCH OFFICE 

  

By 

RIZKI RAMADHAN 

A State Attorney is Prosecutor has special powers in handling Civil and State 

Administrative cases.The problem in this study is to find out what is the background 

of PT BRI (Persero) TBK, the Tanjung Karang Branch Office, asking for assistance 

Bandar Lampung District Attorney in resolving credit arrears. In solving this case, 

PT BRI (Persero) TBK Tanjung Karang Branch Office uses a non-litigation route, 

namely mediation.  

The method used in this study is a normative and empirical legal research method. 

The legal materials that the authors use in this study are primary legal materials 

and secondary legal materials as well as other legal materials obtained through 

argumentation techniques, description techniques, and evaluation techniques that 

can support the writing of this scientific paper, then data processing techniques use 

analytical processing techniques. normative qualitative. 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that many 

PT BRI (Persero) TBK users at the Tanjung Karang Branch Office are still in 

arrears in credit payments. After mediation was carried out between PT BRI 

(Persero) TBK Tanjung Karang Branch Office and the users accompanied by a 

mediator from the Attorney General's Office of the Bandar Lampung District 

Attorney. And based on a memorandum of understanding between the two parties, 

this problem was successfully resolved through mediation. So that a total of 10 out 

of 47 users are committed to making credit payments to PT BRI (Persero) TBK 

Tanjung Karang Branch Office.  

  

Keywords: State Attorney, Mediator, Bank 
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MOTTO 

 

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” 

(Imam Syafi’i) 

 

 “Ingatlah mimpimu dan perjuangkanlah untuk itu. Hanya ada satu hal yang 

membuat mimpimu menjadi mustahil: ketakutan akan kegagalan.” 

(Paulo Coelho) 

 

“The whole purpose of education is to turn mirrors into windows” 

(Sydney J. Harris) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara 

yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan 

dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.1 Dalam menjalankan 

tugas sebagai negara hukum, Indonesia perlu membentuk lembaga-lembaga 

penegak hukum. Salah satu lembaga hukum yang dibentuk yakni Kejaksaan 

Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan instansi negara yang melaksanakan 

kekuasaan dalam bidang penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan 

jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.2  

Profesi Jaksa secara umum identik dengan kasus pidana oleh karena kehadiran 

Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus pidana. Hal ini bisa jadi 

disebabkan melekatnya fungsi Penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi  

hukum yang pada umumnya berada didalam ranah hukum pidana biasanya disebut

 
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), 

(Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2010), hlm. 46. 
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa juga dapat berperan sebagai Jaksa Pengacara 

Negara atau JPN yang memiliki kuasa khusus dalam menangani perkara Perdata 

dan Tata Usaha Negara.  

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-

025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan 

Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di 

Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi dari Perdata dan Tata 

Usaha Negara, yakni:3 

a. Bantuan Hukum, merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara memberikan 

Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, 

secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha 

Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap 

Peraturan di Bawah Undang-Undang. 

b. Pertimbangan Hukum adalah tugas yang hanya diberikan kepada Negara atau 

Pemerintah, meliputi:  

a. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)  

b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)  

c. Audit Hukum (Legal Audit) 

c. Tindakan Hukum Lain merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara antara lain 

untuk menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu 

sengketa antar Negara atau Pemerintah. 

 
3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan  Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain 

Dan Pelayanan Hukum. 
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d. Pelayanan Hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang 

meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara lisan atau secara tertulis 

dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi di Bidang Hukum Perdata 

ataupun Tata Usaha. 

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke 

dalam 3 (tiga) bidang, yakni:4  

1. Pada bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Melakukan penuntutan;  

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

Undang-Undang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

2. Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah.  

 
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
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3. Pada bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan:  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;  

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara;  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Kewenangannya JPN dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara 

tidak selalu di dalam pengadilan, dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang 

terdapat dalam keputusan Jaksa Agung RI No: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang 

Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara, yang  didalamnya menyatakan 

bahwasannya:  

“JPN dapat memberikan suatu bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa 

Perdata baik itu yang dihadapi oleh instansi pemerintah, BUMN, maupun 

BUMD yang mana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi 

maupun non-litigasi”. 

 

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara 

di luar pengadilan atau arbitrase. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari 

alternatif penyelesaian sengketa dengan melalui jalur mediasi. Mediasi berasal dari 

bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai 
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yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa.5 

Mediasi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan negosiasi, karena 

dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan 

menyampaikan apa yang mereka inginkan sehingga yang dihasilkan kemudian 

tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi salah satu pihak karena pada 

prinsipnya mediasi untuk memenangkan kedua belah pihak yang berperkara. 

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana 

seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, 

sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami 

dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu 

perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.6 Dalam hal penyelesaian 

sengketa Perdata melalui mediasi ini JPN dapat berperan sebagai seorang penengah 

(mediator) serta fasilitator untuk memberikan pendapat-pendapat hukum, saran-

saran maupun solusi kepada para pihak baik instansi pemerintah, BUMN maupun 

BUMD untuk dapat mencapai suatu kata sepakat dan perdamaian dari 

permasalahan yang mereka hadapi.  

Salah satu kasus diluar pengadilan yang ditangani oleh JPN Kejaksaan Negeri 

Tanjung Karang adalah pelanggaran perjanjian dalam hal kredit briguna  pada PT 

BRI (Persero) Kantor Cabang Tanjung Karang oleh Debitur di wilayah Tanjung 

Karang. Awal mula perjanjian tersebut dikarenakan adanya permohonan dari calon 

Debitur kredit kepada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Tanjung Karang untuk 

 
5 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm .168. 
6 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), hlm. 42. 
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mendapatkan pinjaman. Hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya suatu 

hubungan hukum karena kedua belah pihak telah menandatangani surat perjanjian 

kredit yang di dalamnya tentu sudah dilengkapi terkait dengan hak-hak serta 

kewajiban-kewajiban yang akan di dapat oleh pihak pengguna atau pelanggan 

begitu pula hak serta kewajiban yang akan di dapat oleh perusahaan milik negara 

tersebut.7 

Namun dari Debitur tidak mengindahkan kewajibannya untuk melakukan 

pembayaran kredit kepada PT BRI (Persero) yang mana kewajiban ini sudah diatur 

secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan. Maka disinilah Jaksa Pengacara Negara dapat turut andil dalam 

membantu penyelesaian perkara ini. Upaya mediasi ini dilakukan dengan bertujuan 

untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa hingga nantinya 

dapat didapatkan win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan 

bagi masing-masing pihak.8 

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

permasalahan ini dalam sebuah penulisan laporan akhir magang dengan judul 

Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian  

Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

TBK Kantor Cabang Tanjung Karang. 

  

 
7 Evy Lusia Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, 

(Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm. 4. 
8 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: 

Kencana, 2019), hlm. 22-24. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdalsalrkaln uralialn laltalr belalkalng yalng telalh diuralikaln dialtals, malkal rumusaln 

permalsallalhaln dalri penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut:  

1. Alpal yalng melaltalrbelalkalngi PT BRI (Persero) TBK Kalntor Calbalng Talnjung 

Kalralng memintal balntualn hukum kepaldal Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung untuk menyelesalikaln tunggalkaln kredit? 

2. Balgalimalnal penyelesalialn tunggalkaln kredit nalsalbalh PT BRI (Persero) TBK 

Kalntor Calbalng Talnjung Kalralng melallui Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung? 

 

2. Rualng Lingkup Penelitialn 

Rualng Lingkup dallalm penelitialn ini terdalpalt dallalm lingkup pembalhalsaln 

penelitialn aldallalh peraln Jalksal Pengalcalral Negalral sebalgali medialtor dallalm 

perkalral perbalnkaln. Rualng lingkup lokalsi penelitialn dilalksalnalkaln di Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung, paldal Talhun 2022. Sedalngkaln lingkup bidalng ilmu 

dalri penelitialn ini aldallalh Hukum Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral. 

 

C. Tujualn Penelitialn daln Kegunalaln Penelitialn 

1. Tujualn Penelitialn 

Berdalsalrkaln permalsallalhaln di altals, malkal tujualn penulis untuk skripsi ini aldallalh 

sebalgali berikut: 
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1. Untuk mengetalhui daln menjelalskaln mengenali alpal yalng melaltalrbelalkalngi 

PT BRI (Persero) TBK Kalntor Calbalng Talnjung Kalralng memintal balntualn 

hukum kepaldal Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

untuk menyelesalikaln tunggalkaln kredit. 

2. Untuk mengetalhui daln menjelalskaln mengenali balgalimalnal penyelesalialn 

tunggalkaln kredit nalsalbalh PT BRI (Persero) TBK Kalntor Calbalng Talnjung 

Kalralng melallui Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung. 

 

2. Kegunala ln Penelitialn 

Kegunalaln penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln malnfalalt balik secalra l 

teroritis malupun pralktis: 

a. Kegunala ln Teoritis 

Secalral teoritis, kegunalaln penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln 

galmbalraln berkenalaln dengaln balgalimalnal peraln kejalksalaln dallalm bidalng Perdalta l 

daln Taltal Usalhal Negalral  dallalm menalngalni perkalral perbalnkaln. 

b. Kegunala ln Pralktis 

Secalral Pralktis, penulis berhalralp dalpalt memberikaln malnfalalt dialntalral lalin: 

1. Balgi Penulis, penelitialn dihalralpkaln dalpalt memberikaln ilmu pengetalhualn 

sertal walwalsaln mengenali tugals daln wewenalng Kejalksalaln dallalm bidalng 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral khususnyal Jalksal Pengalcalral Negalral dallalm 

menalngalni perkalral perbalnkaln; 
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2. Balgi Malhalsiswal, penelitialn dihalralpkaln dalpalt memberikaln literaltur sertal 

refrensi talmbalhaln sebalgali balhaln pembelaljalraln daln penelitialn khususnyal 

Malhalsiswal Falkultals Hukum; 

3. Balgi Malsyalralkalt, penelitialn dihalralpkaln dalpalt menalmbalh walwalsaln balgi 

malsyalralkalt mengenali peraln dalri Kejalksalaln, sertal pemalhalmaln balhwal 

kejalksalaln tidalk halnyal menalngalni perkalral Pidalnal saljal melalinkaln menalngalni 

perkalral Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral Jugal. 

 

D. Sistemaltika l Penulisaln 

Sistemaltikal Penulisaln Skripsi ini terdiri dalri limal balb, untuk mempermudalh 

pemalhalmaln penulisaln secalral keseluruhaln aldalpun sistemaltikal penullisaln skripsi ini 

sebalgali berikut:  

I. PENDAlHULUAlN  

Paldal balb ini berisi pendalhulualn penyusunaln penulisaln skripsi yalng terdiri dalri laltalr 

belalkalng penelitialn, rumusaln permalsallalhaln, tujualn daln malnfalalt penelitialn, daln 

sistemaltikal penulisaln.  

II. TINJAlUAlN PUSTAlKAl  

Paldal balb ini berisi tinjalualn pustalkal, balgialn ini menjelalskaln mengenali literaltur yalng 

alkaln menguralikaln tentalng kepustalkalaln penelitialn mengenali pokok – pokok 

balhalsaln yalng dialmbil dalri berbalgali referensi terdiri dalri pengertialn Jalksa l 

Pengalcalral Negalral, Medialtor daln Balnk. 
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III. METODE PENELITIAlN  

Paldal balb ini berisi metode alpal yalng alkaln digunalkaln dallalm penelitialn, balgialn ini 

terdiri dalri pendekaltaln malsallalh, sumber daln jenis daltal, teknik pengumpulaln daln 

pengolalhaln daltal sertal alnallisis daltal.   

IV. HAlSIL PENELITIAlN DAlN PEMBAlHAlSAlN  

Paldal balb ini berisi deskripsi berupal penyaljialn daln pembalhalsaln daltal yalng telalh 

didalpaltkaln dalri penelitialn ini, yalng terdiri dalri deskripsi implementalsi tugals Jalksa l 

Pengalcalral Negalral sebalgali medialtor dallalm penyelesalialn tunggalkaln kredit.   

V. PENUTUP  

Paldal balb ini berisikaln kesimpulaln umum dalri halsil alnallisis daln pembalhalsaln 

penelitialn yalng telalh dilalkukaln, sertal berbalgali salraln sesuali dengaln permalsallalhaln 

yalng ditujukaln kepaldal pihalk - pihalk yalng terkalit dengaln penelitialn. 

 



 
 

 
 

II. TINJAlUAlN PUSTAlKAl DAlN PROFIL INSTAlNSI 

 

A. Tinjalualn Umum 

 

1. Jalksal Penga lcalral Negalral 

Kejalksalaln merupalkaln instalnsi negalral yalng bertugals sebalgali alpalraltur penegalk 

hukum. Paldal umumnyal tugals dalri Jalksal salngalt identik dengaln perkalral pidalna l 

kalrenal kewenalngaln sertal tugals yalng dimiliki oleh Jalksal tersebut aldallalh sebalgali 

penuntut umum untuk menegalkkaln hukum pidalnal yalng aldal di Indonesial.9 tidalk 

halnyal memiliki tugals dallalm bidalng penuntut umum saljal. Tetalpi kejalksalaln dibebalni 

tugals lalin, termalsuk dallalm perkalral Perdaltal malpun Taltal Usalhal Negalral (Daltun).  

Paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral sertal Ketaltalnegalralaln, Jalksal dengaln 

kualsal khusus altalupun kalrenal kedudukaln daln jalbaltalrmyal bertindalk sebalgali Jalksal 

Pengalcalral Negalral altalu JPN. Sebutaln Jalksal Pengalcalral Negalral (JPN) secalral eksplisit 

tidalk tercalntum dallalm Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln 

RI. Tetalpi, tercalntum dallalm Undalng-Undalng sebelumnyal, yalitu Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 1991.  Secalral  formall istilalh “Jalksal Pengalcalral Negalral” terkalndung  

 
9 Marwan Effendi, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2005), hlm. 69. 
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Dallalm Palsall 24 Peralturaln Presiden Republik Indonesial Nomor 38 Talhun 2010 

tentalng Orgalnisalsi daln Taltal Kerjal Kejalksalaln Republik Indonesial yalng disebutkaln 

balhwal Jalksal Algung Mudal Bidalng Perdaltal dalnTaltal Usalhal Negalral aldallalh unsur 

pembalntu pimpinaln dallalm melalksalnalkaln tugals daln wewenalng Kejalksalaln di bidalng 

Perdaltal daln Taltal Usalhal.10 Negalral bertalnggung jalwalb kepaldal Jalksal Algung altalu 

dengaln kaltal lalin balhwal sallalh saltu tugals Kejalksalaln di bidalng Perdaltal daln Talta l 

Usalhal Negalral yalitu bertugals untuk mewalkili pemerintalh dallalm beralcalral Perdaltal. 

Fungsi Jalksal Pengalcalral Negalral di bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral belum 

balnyalk dikenall oleh malsyalralkalt. Berital tentalng peraln Jalksal Pengalcalral Negalra l 

kuralng diminalti oleh medial kalrenal dialnggalp kuralng memiliki nilali juall sehingga l 

salngalt jalralng dimualt sekallipun sebenalrnyal balnyalk sekalli peraln Jalksal Pengalcalra l 

Negalral.  

Jalksal Pengalcalral Negalral merupalkaln Jalksal yalng memiliki kualsal khusus bertindalk 

untuk daln altals nalmal negalral altalu pemerintalh dallalm kalsus altalu perkalral Perdaltal altalu 

Taltal Usalhal Negalral. Malkal dalri itu Jalksal sebalgali penerimal suralt kualsal khusus 

mewalkili negalral berperkalral Perdaltal di pengaldilaln, dalpalt di istilalhkaln altalu disebut 

sebalgali pengalcalral altalu aldvokalt. Pengalcalral altalu Aldvokalt sendiri dallalm alrti umum 

aldallalh oralng yalng mewalkili kliennyal untuk melalkukaln tindalkaln hukum 

berdalsalrkaln suralt kualsal yalng diberikaln untuk pembelalaln altalu penuntutaln palda l 

alcalral persidalngaln di Pengaldilaln altalu beralcalral di Pengaldilaln (litigaltor).11 

 
10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan  Republik Indonesia. 
11 Ibnu Hajar, Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme, (Jakarta: Al-Mawarid Edisi XII,  

2004), hlm. 62. 
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Lalhirnyal Jalksal Pengalcalral Negalral dallalm tubuh Kejalksalaln dibentuk paldal Talhun 

1991, yalitu paldal malsal kepemimpinaln Suhaldibroto. Kallal itu konsep alwall 

dibentuknyal Jalksal Pengalcalral Negalral iallalh meniru dalri Konsep Alustrallial yalng 

memiliki Solicitor-Generall sebalgali Jalksal Pengalcalral Negalral. Nalmun perbedalalnnya l 

iallalh balhwal pengaldoposialn tersebut dilalkukaln dengaln memalsukaln Jalksal 

Pengalcalral Negalral beraldal didallalm Kejalgung, yalng malnal di negalral alsallnyal Jalksa l 

Pengalcalral Negalral merupalkaln sebualh kalntor sendiri yalng berisi profesionall hukum. 

Peraln Jalksal sebalgali Pengalcalral Negalral, Jalksal bertindalk mewalkili kepentingaln 

negalral altalu pemerintalh dallalm ralnalh Hukum Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral untuk 

mendukung terselenggalralnyal pemerintalhaln yalng balik sesuali fungsi pemerintalh 

sebalgali lembalgal eksekutif yalng menyelenggalralkaln kepentingaln publik. Dallalm 

menjallalnkaln pelalyalnaln publiknyal yalitu Jalksal Pengalcalral Negalral dallalm mewalkili 

kepentingaln keperdaltalaln malsyalralkalt seringkalli mengallalmi kendallal, sallalh saltunya l 

aldallalh ketidalktalhualn malsyalralkalt terhaldalp kewenalngaln yalng dimiliki Jalksa l 

Pengalcalral Negalral dallalm mewalkili kepentingaln keperdaltalaln malsyalralkalt. Hall ini 

menjaldikaln salngalt kecilnyal intensitals malyalralkalt yalng menggunalkaln jalsal Jalksa l 

Pengalcalral Negalral dallalm hall mewalkili kepentingaln keperdaltalaln malsyalralkalt ini. 

Perbedalaln tugals Jalksal sebalgali Pengalcalral Negalral dengaln Pengalcalral altalu Aldvokalt 

paldal umumnyal aldallalh jikal Pengalcalral (Aldvokalt) paldal umumnyal aldallalh 

menyelesalikaln perkalral Perdaltal yalng bersifalt personall altalu individu malkal berbeda l 

hallnyal dengaln tugals Jalksal sebalgali Pengalcalral Negalral yalitu dalpalt menyelesalikaln 

perkalral Perdaltal untuk daln altals nalmal negalral malupun pemerintalh dengaln kualsal 

khusus yalng dalpalt dilalkukaln balik di  dallalm malupun di lualr pengaldilaln. Pengalcalra l 

Negalral memiliki balnyalk fungsi daln tugalsnyal, sallalh saltunyal dallalm pengemballialn 
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keualngaln daln altalu alset negalral, Jalksal alkaln bertindalk balik sebalgali penggugalt 

malupun sebalgali tergugalt berhaldalpaln dengaln berbalgali pihalk yalng telalh mengalmbil 

keualngaln daln altalu alset negalral. 

Kewenalngalnnyal JPN dallalm penyelesalialn sengketal Perdaltal daln Taltal Usalhal tidalk 

selallu di dallalm pengaldilaln, dalpalt disesualikaln berdalsalrkaln ketentualn yalng terdalpalt 

dallalm keputusaln Jalksal Algung RI No: Kep.225/Al/J/Al/3/2003 Tentalng Tugals daln 

Wewenalng Jalksal Pengalcalral Negalral, yalng  didallalmnyal menyaltalkaln balhwalsalnnyal:  

“JPN dalpalt memberikaln sualtu balntualn hukum untuk menyelesalikaln sengketa l 

Perdaltal balik itu yalng dihaldalpi oleh instalnsi pemerintalh, BUMN, malupun 

BUMD yalng malnal penyelesalialnnyal dalpalt diselesalikaln melallui jallur litigalsi 

malupun non-litigalsi”. 

 

Berdalsalrkaln Peralturaln Jalksal Algung Republik Indonesial Nomor: PER-

025/Al/JAl/11/2015 Petunjuk Pelalksalnalaln Penegalkaln Hukum, Balntualn Hukum, 

Pertimbalngaln Hukum, Tindalkaln Hukum Lalin Daln Pelalyalnaln Hukum Di Bidalng 

Perdaltal Daln Taltal Usalhal Negalral. Tugals daln fungsi dalri Perdaltal daln Taltal Usalhal 

Negalral, yalkni:12 

1. Balntualn Hukum, merupalkaln tugals Jalksal Pengalcalral Negalral memberikaln jalsal 

hukum, yalkni bertindalk sebalgali kualsal hukum berdalsalrkaln Suralt Kualsal Khusus 

balik secalral Non Litigalsi malupun Litigalsi di Peraldilaln Perdaltal sertal Alrbitralse 

sebalgali Penggugalt/Penggugalt Intervensi/Pemohon/Pelalwaln/ Pembalntalh altalu 

Tergugalt/Tergugalt Intervensi/Termohon/ Terlalwaln/Terbalntalh, sertal pemberialn 

Jalsal Hukum di Bidalng Taltal Usalhal Negalral oleh Jalksal Pengalcalral Negalral kepaldal 

 
12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan  Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain 

Dan Pelayanan Hukum. 
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Negalral daln Pemerintalh sebalgali Tergugalt/Termohon di Peraldilaln Taltal Usalhal 

Negalral daln sebalgali walkil Pemerintalh altalu menjaldi Pihalk Yalng Berkepentingaln 

dallalm Perkalral Uji Malteriil Undalng-Undalng di Malhkalmalh Konstitusi daln 

sebalgali Termohon dallalm Perkalral Uji Malteriil terhaldalp Peralturaln di Balwalh 

Undalng-Undalng di Malhkalmalh Algung. 

2. Pertimbalngaln Hukum aldallalh tugals yalng halnyal diberikaln kepaldal Negalral altalu 

Pemerintalh, meliputi :  

a. Pertimbalngaln Hukum Perdaltal meliputi pemberialn Pendalpalt Hukum (Legall 

Opinion/LO), Pendalmpingaln Hukum (Legall Alssistalnce/LAl) daln Aludit 

Hukum (Legall Aludit) dallalm menghaldalpi permalsallalhaln Hukum Perdaltal 

altalu potensi aldalnyal klalim/ tuntutaln dalri pihalk lalin dallalm ralngkal 

Penyelalmaltaln Keualngaln/Kekalyalaln Negalral.  

b. Pertimbalngaln Hukum Pemulihaln daln Perlindungaln Halk meliputi 

pemberialn Pendalpalt Hukum (Lega ll Opinion/ LO), Pendalmpingaln Hukum 

(Legall A lssistalnce/LAl) daln Aludit Hukum (Legall Aludit) dallalm menghaldalpi 

permalsallalhaln Hukum Perdaltal dallalm ralngkal Perlindungaln altalu Pemulihaln 

Keualngaln/Kekalyalaln Negalral.  

c. Pertimbalngaln Hukum Taltal Usalhal Negalral meliputi meliputi pemberialn 

Pendalpalt Hukum (Legall Opinion/ LO), Pendalmpingaln Hukum (Legall 

Alssistalnce/LAl) di Bidalng Bidalng Taltal Usalhal Negalral, dallalm hall alkaln/ telalh 

menerbitkaln Keputusaln TUN daln/altalu Peralturaln dallalm ralngkal 

menegalkkaln Kewibalwalaln Pemerintalh. 

3. Tindalkaln Hukum Lalin merupalkaln tugals Jalksal Pengalcalral Negalral alntalral lalin 

memberikaln jalsal hukum oleh Jalksal Pengalcalral Negalral di lualr penegalkaln 
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hukum, balntualn hukum, pelalyalnaln hukum daln pertimbalngaln hukum dallalm 

ralngkal menyelalmaltkaln daln memulihkaln keualngaln/ kekalyalaln negalral sertal 

menegalkkaln kewibalwalaln pemerintalh alntalral lalin untuk bertindalk sebalgali 

konsilialtor, medialtor altalu falsilitaltor dallalm hall terjaldi sengketal altalu perselisihaln 

alntalr negalral altalu pemerintalh. 

4. Pelalyalnaln Hukum diberikaln untuk melalyalni malsyalralkalt yalng berkalitaln dengaln 

permalsallalhaln Hukum Perdaltal altalupun TUN. Opini, konsultalsi, legall opini, 

informalsi, merupalkaln pelalyalnaln hukum yalng dalpalt diberikaln Jalksal Pengalcalra l 

Negalral. Paldal halkekaltnyal pelalyalnaln hukum merupalkaln kegialtaln kejalksalaln 

untuk memberikaln penjelalsaln mengenali permalsallalhaln Perdaltal kepaldal walrgal 

malsyalralkalt yalng memerlukalnnyal.13 

 

2. Medialtor 

Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 tentalng Alrbitralse daln Allternaltif 

Penyelesalialn Sengketal dalpalt ditemui setidalknyal enalm malcalm allternaltif 

penyelesalialn sengketal yalng dalpalt dilalkukaln: 

1. Konsultalsi;  

2. Negosialsi; 

3. Medialsi; 

4. Konsilialsi; 

5. Pemberialn Pendalpalt Hukum;  

 
13 Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam 

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm. 35. 
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6. Alrbitralse. 

Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, memberikaln baltalsaln balhwal: “Medialtor 

merupalkaln peralntalral (penghubung, penengalh) balgi pihalk-pihalk yalng bersengketa l 

itu”.14 Pihalk ketigal tersebut disebut “medialtor” altalu “penengalh”, yalng tugalsnyal 

halnyal membalntu pihalk-pihalk yalng bersengketal dallalm menyelesalikaln malsallalhnya l 

daln tidalk mempunyali kewenalngaln untuk mengalmbil keputusaln. Dengaln perkaltalaln 

lalin, medialtor disini halnyal bertindalk sebalgali falsilitaltor saljal. Dengaln medialsi 

dihalralpkaln dicalpali titik temu penyelesalialn malsallalh altalu sengketal yalng dihaldalpi 

palral pihalk, yalng selalnjutkaln alkaln ditualngkaln sebalgali kesepalkaltaln bersalmal.  

Dengaln medialsi dihalralpkaln dicalpali titik temu penyelesalialn malsallalh altalu sengketa l 

yalng dihaldalpi palral pihalk, yalng selalnjutnyal alkaln ditualngkaln sebalgali kesepalkaltaln 

bersalmal. Pengalmbilaln keputusaln tidalk beraldal di talngaln medialtor, tetalpi di talngaln 

palral pihalk yalng bersengketal.15 Menurut PERMAl No.1 Talhun 2016 Palsall 1 (alyalt) 

2, Medialtor aldallalh Halkim altalu pihalk lalin yalng memiliki Sertifikalt Medialtor 

sebalgali pihalk netrall yalng membalntu palral pihalk dallalm proses perundingaln gunal 

mencalri berbalgali kemungkinaln penyelesalialn sengketal talnpal menggunalkaln calra l 

memutus altalu memalksalkaln sebualh penyelesalialn.16 

Medialtor aldallalh pihalk ketigal yalng membalntu penyelesalialn sengketal palral pihalk, 

yalng malnal ial tidalk melalkukaln intervensi terhaldalp pengalmbilaln keputusaln. 

Medialtor menjembaltalni pertemualn palral pihalk, melalkukaln negosisalsi, menjalgal daln 

 
14 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hlm. 569. 
15 Rachmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT Aditya Bakri, 

2003), hlm. 82. 
16 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi Pengadilan 
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mengontrol proses negosialsi, menalwalrkaln allternaltif solusi daln secalral bersalmal-

salmal palral pihalk merumuskaln kesepalkaltaln penyelesalialn sengketal. Meskipun 

medialtor terlibalt dallalm menalwalrkaln solusi daln merumuskaln kesepalkaltaln, bukaln 

beralrti ial yalng menentukaln halsil kesepalkaltaln. Keputusaln alkhir tetalp beraldal di 

talngaln palral pihalk yalng bersengketal. Medialtor halnyallalh membalntu mencalri jallaln 

kelualr, algalr palral pihalk bersedial duduk bersalmal menyelesalikaln sengketal yalng 

merekal allalmi. 

Pengalmbilaln keputusaln tidalk beraldal di talngaln medialtor, tetalpi di talngaln palral pihalk 

yalng bersengketal. Keberaldalaln medialtor sebalgali pihalk ketigal, salngalt tergalntung 

paldal kepercalyalaln (trust) yalng diberikaln palral pihalk untuk menyelesalikaln sengketal 

merekal. Kepercalyalaln ini lalhir kalrenal palral pihalk beralnggalpaln balhwal, seseoralng 

dialnggalp malmpu untuk menyelesalikaln sengketal merekal. Kepercalyalaln ini penting 

balgi medialtor sebalgali modall alwall dallalm menjallalnkaln kegialtaln medialsi.  

Medialtor dalpalt dengaln mudalh mengaljalk daln memfalsilitalsi palral pihalk untuk 

menemukaln upalyal pemecalhaln terhaldalp sengketal merekal. Meskipun demikialn, 

mengalndallkaln kepercalyalaln semaltal dalri palral pihalk, tidalk menjalmin medialtor 

malmpu menghalsilkaln kesepalkaltaln-kesepalkaltaln yalng memualskaln palral pihalk. Oleh 

kalrenalnyal, medialtor halrus memiliki sejumlalh persyalraltaln daln kealhlialn (skill), yalng 

alkaln membalntunyal menjallalnkaln kegialtaln medialsi. 

Persyalraltaln menjaldi medialtor, halrus didukung oleh persyalraltaln lalin yalng berkalitaln 

dengaln palral pihalk daln permalsallalhaln yalng dipersengketalkaln oleh merekal. 

Persyalraltaln lalin terdiri altals: 
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a. Keberaldalaln medialtor disetujui oleh kedual belalh pihalk  

Persetujualn kedual belalh pihalk merupalkaln syalralt utalmal yalng halrus dipenuhi oleh 

medialtor, kalrenal medialtor berperaln melalkukaln negosialsi alntalral kedual belalh pihalk 

dallalm menyelesalikaln sengketal. Jikal sallalh saltu pihalk tidalk menyetujui keberaldalaln 

seseoralng sebalgali medialtor, malkal tidalk alkaln pernalh terjaldi medialsi. Medialtor haldir 

altals dalsalr kepercalyalaln palral pihalk kepaldal dirinyal, balhwal ial dialnggalp malmpu 

membalntu palral pihalk dallalm menyelesalikaln sengketal merekal.  

b. Tidalk mempunyali hubungaln kelualrgal sedalralh altalu semendal salmpali dengaln 

deraljalt kedual dengaln sallalh saltu pihalk yalng bersengketal  

Medialtor aldallalh oralng yalng netrall daln independen dallalm menjallalnkaln medialsi. Ia l 

tidalk boleh memiliki hubungaln dalralh altalu semendal dengaln sallalh saltu pihalk, kalrena l 

alkaln menghilalngkaln netrallitals dallalm mencalri opsi balgi penyelesalialn sengketal. 

Medialtor yalng memiliki  hubungaln dalralh altalu hubungaln semendal, alkaln salngalt sulit 

menempaltkaln diri paldal posisi yalng objektif, kalrenal keterikaltaln emosionall.  

c. Tidalk memiliki hubungaln kerjal dengaln sallalh saltu pihalk yalng                    

bersengketal  

Keterkalitaln medialtor dengaln pekerjalaln sallalh saltu pihalk alkaln membalwal dalmpalk 

tidalk objektifnyal proses medialsi. Hubungaln pekerjalaln altalu hubungaln kolegal ikut 

memengalruhi seoralng medialtor untuk bertindalk netrall dallalm mencalri daln 

menalwalrkaln solusi terhaldalp penyelesalialn sengketal palral pihalk.  
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d. Tidalk mempunyali kepentingaln finalnciall, altalu kepentingaln lalin terhaldalp 

kesepalkaltaln palral pihalk  

Medialtor halrus benalr-benalr menjalmin balhwal proses medialsi yalng dilalkukalnnya l 

bebals dalri kepentingaln finalnciall malupun nonfinalnsiall terhaldalp proses medialsi. Ia l 

tidalk memiliki kepentingaln malteriall alpal pun terhaldalp medialsi, balik medialsi 

tersebut berhalsil altalu pun galgall.  

e. Tidalk memiliki kepentingaln terhaldalp proses perundingaln malupun              

halsilnyal  

Dallalm menjallalnkaln proses medialsi talhalp demi talhalp, medialtor dituntut untuk 

selallu menjalgal independensinyal salmpali paldal penyelesalialn alkhir sengketal. Ial halrus 

malmpu menunjukkaln netrallitals kepaldal palral pihalk sejalk alwall salmpali alkhir, kalrena l 

bilal ial mengalbalikaln hall ini, kemungkinaln besalr medialsi alkaln galgall di tengalh jallaln. 

 

3. Balnk 

Kaltal balnk beralsall dalri balhalsal pralncis yalkni balnque daln  balnco dallalm balhalsal Itallial, 

yalng dalpalt beralrti peti/lemalri altalu balngku. Konotalsi kedual kaltal ini menjelalskaln 

dual fungsi dalsalr yalng dijelalskaln oleh balnk komersiall. Kaltal peti altalu lemalri 

menyiraltkaln fungsi sebalgali tempalt menyimpaln bendal-bendal berhalrgal, seperti peti 

emals, peti berlialn, peti ualng daln sebalgalinyal.17 

Menurut Palsall 1 Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 1998 Balnk aldallalh baldaln usalhal 

yalng menghimpun dalnal dalri malsyalralkalt dallalm bentuk simpalnaln da ln 

 
17 Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), hlm. 2. 
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menyallurkalnnyal kepaldal malsyalralkalt dallalm bentuk kredit daln altalu bentuk-bentuk 

lalinnyal dallalm ralngkal meningkaltkaln talralf hidup ralkyalt balnyalk. Balnk menghimpun 

dalnal malsyalralkalt, kemudialn menyallurkaln dalnalnyal kepaldal malsyalralkalt dengaln 

tujualn balhwal aldalnyal intermedialsi ini, malkal balnk dalpalt mendorong penignkaltaln 

talralf hidup ralkyalt. Kemudialn menurut Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 1992 

tentalng perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 1998 tentalng perbalnkaln, 

yalng dimalksud dengaln Balnk aldallalh baldaln usalhal yalng menghimpun dalnal dalri 

malsyalralkalt dallalm bentuk simpalnaln daln menyallurkalnnyal kepaldal malsyalralkalt dallalm 

bentuk kredit daln/altalu bentuk-bentuk lalinnyal dallalm ralngkal meningkaltkaln talralf 

hidup ralkyalt balnyalk.18 

Paldal dalsalrnyal jenis daln usalhal balnk di Indonesial terdiri dalri:  

a) Balnk Sentrall  

Jenis balnk ini tialk bersifalt komersiall seperti hallnyal balnk umum daln balnk 

pengkreditaln ralkyalt balhkaln disetialp Negalral jenis ini selallu aldal, di Indonesial 

fungsi balnk sentrall dipegalng oleh Balnk Indonesial. Fungsi balnk sentrall ini di 

altur oleh Undalng-Undalng RI No. 23 Talhun 1999 tentalng Balnk Indonesial. 

b) Balnk Umum  

Balnk umum aldallalh balnk yalng melalkukaln kegialtaln usalhal secalral konvensionall 

altalu berdalsalrkaln prinsip syalrialh yalng dallalm kegialtalnnyal memberikaln jalsal 

dallalm lallu lintals pembalyalralnnyal. 

Alktivitals perbalnkaln yalng pertalmal aldallalh menghimpun dalnal dalri malsyalralkalt luals 

yalng disebut kegialtaln funding. Pengertialn menghimpun dalnal dalri malsyalralkalt ini 

 
18 Muh Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 36. 
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dilalkukaln oleh balnk dengaln calral memalsalng straltegi algalr malsyalralkalt malu 

menalnalmkaln dalnalnyal dallalm bentuk simpalnaln. Alkaln tetalpi Balnk jugal memiliki 

fungsi lalinnyal alntalral lalin: 

1. Menghimpunaln Dalnal (funding)  

Balnk menghimpun dalnal dalri malsyalralkalt dallalm bentuk simpalnaln. Malsyalralkalt 

mempercalyali balnk sebalgali tempalt yalng almaln untuk menyimpaln ualng. Balnk 

alkaln membalyalr sejumlalh tertentu altals penghimpunaln dalnal malsyalralkalt yalng 

besalrnyal tergalntung paldal jenis simpalnaln. Jenis simpalnaln malsyalralkalt alntalra l 

lalin, simpalnaln giro, talbungaln, daln deposito. Malsing-malsing jenis simpalnaln ini 

memiliki kalralkteristik yalng berbedal. Giro daln talbungaln merupalkaln simpalnaln 

yalng penalrikalnnyal dalpalt dilalkukaln setialp salalt. Deposito merupalkaln jenis 

simpalnaln berjalngkal yalng penalrikalalnyal halnyal dalpalt dilalkukaln sesuali dengaln 

jalngkal walktu yalng telalh diperjalnjikaln alntalral balnk daln nalsalbalh penyimpaln. 

Penghimpunaln dalnal pihalk ketigal dallalm bentuk simpalnaln merupalkaln sumber 

dalnal balnk yalng terbesalr. Sesuali dengaln fungsi balnk sebalgali lembalga l 

intermedialsi, balnk dalpalt menghimpun dalnal secalral lalngsung dalri malsyalralkalt. 

Malsyalralkalt dalpalt menempaltkaln dalnalnyal kalpalnpun daln jugal dalpalt menalrik 

dalnalnyal kalpalnpun, seesuali dengaln jenis simpalnaln yalng dimilikinyal.19 

2. Menyallurkaln dalnal (Lending)  

Dallalm hall ini balnk memberikaln pinjalmaln (kredit) kepaldal malsyalralkalt. Sebelum 

kredit diberikaln balnk terlebih dalhulu menilali menilali alpalkalh kredit tersebut 

lalyalk diberikaln altalu tidalk. Penilalialn ini dilalkukaln algalr balnk terhindalr dalri 

 
19 Drs. Ismail, MBA., Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 12. 
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kerugialn alkibalt tidalk dalpalt dikemballikalnnyal pinjalmaln yalng disallurkaln balnk 

dengaln berbalgi sebalb. Jenis kredit yalng bialsal diberikaln oleh halmpir semual 

balnk aldallalh kredit investalsi, kredit modall kerjal, altalu kredit perdalgalngaln.  

3. Memberikaln jalsal-jalsal balnk lalinnyal (services)  

Jalsal-jalsal lalinnyal seperti pengirimaln ualng (tralnsfer), penalgihaln suralt-suralt 

berhalrgal yalng beralsall dalri dallalm kotal (clealring), penalgihaln suralt-suralt 

berhalrgal yalng beralsall dalri lualr kotal daln dallalm negeri (inkalso), letter of credit 

(L/C), salfe deposit box, balnk galralnsi, balnk notes, tralveller cheque, daln jalsal 

lalinnyal. Jalsal-jalsal balnk lalinnyal ini merupalkaln jalsal pendukung dalri kegialtaln 

pokok balnk yalitu menghimpun daln menyallurkaln dalnal.20 

Oleh kalrenal itu, perbalnkaln halrus memberikaln berbalgali ralngsalngaln daln 

kepercalyalaln sehinggal malsyalralkalt berminalt untuk menalnalmkaln dalnalnyal. Setelalh 

memperoleh dalnal dallalm bentuk simpalnaln dalri malsyalralkalt, malkal oleh balnk dalna l 

tersebut diedalrkaln kemballi ke malsyalralkalt dallalm bentuk pinjalmaln altalu disebut 

dengaln kredit (lending). Dallalm pemberialn kredit jugal dikenalkaln jalsal pinjalmaln 

kepaldal penerimal kredit (debitur) dallalm bentuk bungal daln bialyal aldministralsi. 

Besalrnyal bungal kredit salngalt dipengalruhi oleh besalrnyal bungal simpalnaln.21 

 

  

 
20 Kasmir, SE., MM, Pemasaran Bank, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 9-10. 
21 Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Intermedia, 1999), hlm. 25. 
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B. Profil Insta lnsi 

 

1. Deskripsi Instalnsi 

a. Nalmal Instalnsi  

Nalmal instalnsi tempalt pelalksalnalaln kegialtaln malgalng yalkni Kejalksalaln Negeri 

Balndalr Lalmpung. Kejalksalaln Republik Indonesial yalng selalnjutnyal disebut 

Kejalksalaln aldallalh lembalgal pemerintalhaln yalng fungsinyal berkalitaln dengaln 

kekualsalaln kehalkimaln yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln 

sertal kewenalngaln lalin berdalsalrkaln Undalng-Undalng (lihalt dalri palsall 1 alyalt 1 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Perubalhaln 

Altals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial).  

b. Logo Instalnsi 

 

2. Visi daln Misi Instalnsi  

Visi :  

"Menjaldi Lembalgal Penegalk Hukum yalng Professionall, Proporsionall daln 

Alkuntalbel" 
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Misi :  

1. Meningkaltkaln Peraln Kejalksalaln Republik Indonesial Dallalm Progralm 

Pencegalhaln Tindalk Pidalnal 

2. Meningkaltkaln Professionallisme Jalksal Dallalm Penalngalnaln Perkalral Tindalk 

Pidalnal 

3. Meningkaltkaln Peraln Jalksal Pengalcalral Negalral Dallalm Penyelesalialn Malsallalh 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral  

4. Mewujudkaln Upalyal Penegalkaln Hukum Memenuhi Ralsal Kealdilaln Malsyalralkalt 

5. Mempercepalt Pelalksalnalaln Reformalsi Birokralsi daln Taltal Kelolal Kejalksalaln 

Republik Indonesial yalng Bersih daln Bebals Korupsi, Kolusi daln Nepotisme 

3. Tugals Pokok daln Fungsi  

Berdalsalrkaln Palsall 30 Undalng Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln 

Republik Indonesial, berikut aldallalh tugals daln wewenalng Kejalksalaln dallalm bidalng 

pidalnal: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt; 

4. Melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln Undalng- 

Undalng; 
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5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln pemeriksalaln 

talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm pelalksalnalalnnyal 

dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

Paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral: Kejalksalaln dengaln kualsal khusus, 

dalpalt bertindalk balik di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal 

negalral altalu pemerintalh. Dallalm bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, 

Kejalksalaln turut menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. pengalwalsaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. penelitialn daln pengembalngaln hukum sertal staltistik kriminall. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals Kejalksalaln menyelenggalralkaln fungsi, yalitu: 

a. Perumusaln kebijalkaln pelalksalnalaln daln kebijalkaln teknis, pemberialn bimbingaln 

daln pembinalaln sertal pemberialn perizinaln berdalsalrkaln ketentualn peralturaln 

Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln presiden; 

b. Penyelenggalralaln pembalngunaln pralsalralnal daln salralnal, pembinalaln malnaljemen, 

aldministralsi, orgalnisalsi daln ketaltallalksalnalaln sertal pengelolalaln altals kekalyalaln 

milik negalral yalng menjaldi talnggung jalwalbnyal; 

c. Pelalksalnalaln penegalkaln hukum balik preventif malupun represif yalng berintikaln 

kealdilaln di bidalng pidalnal, penyelenggalralaln intelijen yustisiall di bidalng 
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ketertibaln daln ketenteralmaln umum, pemberialn balntualn, pertimbalngaln, 

pelalyalnaln daln penegalkaln hukum paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalra l 

sertal tindalkaln hukum daln tugals lalin, untuk menjalmin kepalstialn hukum, 

menegalkkaln kewibalwalaln pemerintalh daln penyelalmaltaln kekalyalaln negalra l, 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln umum 

yalng ditetalpkaln oleh presiden; 

d. Penempaltaln seoralng tersalngkal altalu terdalkwal di rumalh salkit altalu tempalt 

peralwaltaln jiwal altalu tempalt lalin yalng lalyalk berdalsalrkaln penetalpaln halkim 

kalrenal tidalk malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln hall-hall yalng dalpalt 

membalhalyalkaln oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri; 

e. Pemberialn pertimbalngaln hukum kepaldal lembalgal, instalnsi pemerintalh di pusalt 

daln di daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, Baldaln Usalhal Milik Daleralh dallalm 

menyusun peralturaln Perundalng-Undalngaln sertal peningkaltaln kesaldalraln hukum 

malsyalralkalt; daln 

f. Penyelenggalralaln koordinalsi, bimbingaln daln petunjuk teknis sertal pengalwalsaln 

yalng balik ke dallalm malupun dengaln instalnsi terkalit altals pelalksalnalaln tugals 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln yalng 

ditetalpkaln oleh Presiden. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsi, Kejalksalaln dituntut malmpu mewujudkaln 

kepalstialn hukum, ketertibaln hukum, kealdilaln daln kebenalraln berdalsalrkaln hukum, 

mengindalhkaln normal kealgalmalaln, kesopalnaln, daln kesusilalaln sertal waljib menggalli 

nilali kemalnusialaln, hukum daln kealdilaln yalng hidup dallalm malsyalralkalt. Mengalcu 

paldal Undalng-Undalng No. 16 Talhun 2004 yalng menggalntikaln UU No. 5 Talhun 

1991 tentalng Kejalksalaln R.I., Kejalksalaln sebalgali sallalh saltu lembalgal penegalk 
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hukum dituntut untuk lebih berperaln dallalm menegalkkaln supremalsi hukum, 

perlindungaln kepentingaln umum, penegalkaln halk alsalsi malnusial, serta l 

pemberalntalsaln Korupsi, Kolusi, daln Nepotisme (KKN). Di dallalm UU Kejalksalaln 

yalng balru ini, Kejalksalaln RI sebalgali lembalgal negalral yalng melalksalnalkaln kekualsalaln 

negalral di bidalng penuntutaln halrus melalksalnalkaln fungsi, tugals, daln wewenalngnya l 

secalral merdekal, terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln pengalruh 

kekualsalaln lalinnyal (Palsall 2 alyalt 2 Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004). 

 

4. Sejalralh Lokalsi Tempalt Malgalng 

a. Sebelum Reformalsi 

Istilalh Kejalksalaln sebenalrnyal sudalh aldal sejalk lalmal di Indonesial. Paldal zalmaln 

keraljalaln Hindu-Jalwal di Jalwal Timur, yalitu paldal malsal Keraljalaln Maljalpalhit, istilalh 

dhyalksal, aldhyalksal, daln dhalrmaldhyalksal sudalh mengalcu paldal posisi daln jalbaltaln 

tertentu di keraljalaln. Istilalh-istilalh ini beralsall dalri balhalsal kuno, yalkni dalri kaltal-kalta l 

yalng salmal dallalm Balhalsal Salnsekertal. Seoralng peneliti Belalndal, W.F. Stutterheim 

mengaltalkaln balhwal dhyalksal aldallalh pejalbalt negalral di zalmaln Keraljalaln Maljalpalhit, 

tepaltnyal di salalt Pralbu Halyalm Wuruk tengalh berkualsal (1350-1389 M). Dhyalksal 

aldallalh halkim yalng diberi tugals untuk menalngalni malsallalh peraldilaln dallalm sidalng 

pengaldilaln. Palral dhyalksal ini dipimpin oleh seoralng aldhyalksal, yalkni halkim 

tertinggi yalng memimpin daln mengalwalsi palral dhyalksal taldi. 

Kesimpulaln ini didukung peneliti lalinnyal yalkni H.H. Juynboll, yalng mengaltalkaln 

balhwal aldhyalksal aldallalh pengalwals (opzichter) altalu halkim tertinggi (oppenrrechter). 

Krom daln Valn Vollenhoven, jugal seoralng peneliti Belalndal, balhkaln menyebut 



29 
 

 

balhwal paltih terkenall dalri Maljalpalhit yalkni Galjalh Maldal, jugal aldallalh seoralng 

aldhyalksal. Paldal malsal pendudukaln Belalndal, baldaln yalng aldal relevalnsinyal dengaln 

Jalksal daln Kejalksalaln alntalral lalin aldallalh Openbalalr Ministerie. Lembalgal ini yalng 

menitalhkaln pegalwali-pegalwalinyal berperaln sebalgali Malgistralalt daln Officier valn 

Justitie di dallalm sidalng Lalndralald (Pengaldilaln Negeri), Jurisdictie Geschillen 

(Pengaldilaln Justisi) daln Hooggerechtshof (Malhkalmalh Algung) dibalwalh perintalh 

lalngsung dalri Residen/Alsisten Residen. 

Halnyal saljal, paldal pralkteknyal, fungsi tersebut lebih cenderung sebalgali perpalnjalngaln 

talngaln Belalndal belalkal. Dengaln kaltal lalin, Jalksal daln Kejalksalaln paldal malsa l 

penjaljalhaln belalndal mengembaln misi terselubung yalkni alntalral lalin: 

1. Mempertalhalnkaln segallal peralturaln Negalral 

2. Melalkukaln penuntutaln segallal tindalk pidalnal 

3. Melalksalnalkaln putusaln pengaldilaln pidalnal yalng berwenalng 

Fungsi sebalgali allalt pengualsal itu alkaln salngalt kentalral, khususnyal dallalm meneralpkaln 

delik-delik yalng berkalitaln dengaln haltzalali alrtikelen yalng terdalpalt dallalm Wetboek 

valn Stralfrecht (WvS). Peralnaln Kejalksalaln sebalgali saltu-saltunyal lembalgal penuntut 

secalral resmi difungsikaln pertalmal kalli oleh Undalng-Undalng pemerintalh zalmaln 

pendudukaln tentalral Jepalng No. 1/1942, yalng kemudialn digalnti oleh Osalmu Seirei 

No.3/1942, No.2/1944 daln No.49/1944. Eksistensi kejalksalaln itu beraldal paldal semual 

jenjalng pengaldilaln, yalkni sejalk Salikoo Hoooin (pengaldilaln algung), Koootooo 

Hooin (pengaldilaln tinggi) daln Tihooo Hooin (pengaldilaln negeri). Paldal malsal itu, 

secalral resmi digalriskaln balhwal Kejalksalaln memiliki kekualsalaln untuk: 
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1. Mencalri (menyidik) kejalhaltaln daln pelalnggalraln 

2. Menuntut Perkalral 

3. Menjallalnkaln putusaln pengaldilaln dallalm perkalral kriminall. 

4. Mengurus pekerjalaln lalin yalng waljib dilalkukaln menurut hukum. 

Begitu Indonesial merdekal, fungsi seperti itu tetalp dipertalhalnkaln dallalm Negalra l 

Republik Indonesial. Hall itu ditegalskaln dallalm Palsall II Alturaln Perallihaln UUD 1945, 

yalng diperjelals oleh Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 2 Talhun 1945. Isinyal 

mengalmalnaltkaln balhwal sebelum Negalral R.I. membentuk baldaln-baldaln daln 

peralturaln negalralnyal sendiri sesuali dengaln ketentualn Undalng-Undalng Dalsalr, malka l 

segallal baldaln daln peralturaln yalng aldal malsih lalngsung berlalku. 

Kalrenal itulalh, secalral yuridis formall, Kejalksalaln R.I. telalh aldal sejalk kemerdekala ln 

Indonesial diproklalmalsikaln, yalkni talnggall 17 Algustus 1945. Dual halri setelalhnyal, 

yalkni talnggall 19 Algustus 1945, dallalm ralpalt Palnitial Persialpaln Kemerdekalaln 

Indonesial (PPKI) diputuskaln kedudukaln Kejalksalaln dallalm struktur Negalra l 

Republik Indonesial, yalkni dallalm lingkungaln Depalrtemen Kehalkimaln. Kejalksalaln 

RI terus mengallalmi berbalgali perkembalngaln daln dinalmikal secalral terus menerus 

sesuali dengaln kurun walktu daln perubalhaln sistem pemerintalhaln. Sejalk alwall 

eksistensinyal, hinggal kini Kejalksalaln Republik Indonesial telalh mengallalmi 22 

periode kepemimpinaln Jalksal Algung. Seiring dengaln perjallalnaln sejalralh 

ketaltalnegalralaln Indonesial, kedudukaln pimpinaln, orgalnisalsi, sertal taltal calral kerjal 

Kejalksalaln RI, jugal jugal mengallalmi berbalgali perubalhaln yalng disesualikaln dengaln 

situalsi daln kondisi malsyalralkalt, sertal bentuk negalral daln sistem pemerintalhaln. 
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Menyalngkut Undalng-Undalng tentalng Kejalksalaln, perubalhaln mendalsalr pertalma l 

beralwall talnggall 30 Juni 1961, salalt pemerintalh mengesalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 15 Talhun 1961 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok Kejalksalaln RI. Undalng-

Undalng ini menegalskaln Kejalksalaln sebalgali allalt negalral penegalk hukum yalng 

bertugals sebalgali penuntut umum (palsall 1), penyelenggalralaln tugals depalrtemen 

Kejalksalaln dilalkukaln Menteri/Jalksal Algung (Palsall 5) daln susunaln orgalnisalsi yalng 

dialtur oleh Keputusaln Presiden. Terkalit kedudukaln, tugals daln wewenalng 

Kejalksalaln dallalm ralngkal sebalgali allalt revolusi daln penempaltaln kejalksalaln dallalm 

struktur orgalnisalsi depalrtemen, disalhkaln Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 1961 

tentalng Pembentukaln Kejalksalaln Tinggi. Paldal malsal Orde Balru aldal perkembalngaln 

balru yalng menyalngkut Kejalksalaln RI sesuali dengaln perubalhaln dalri Undalng-

Undalng Nomor 15 Talhun 1961 kepaldal Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1991, 

tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial. Perkembalngaln itu jugal mencalkup 

perubalhaln mendalsalr paldal susunaln orgalnisalsi sertal taltal calral institusi Kejalksala ln 

yalng didalsalrkaln paldal aldalnyal Keputusaln Presiden No. 55 Talhun 1991 tertalnggall 20 

November 1991. 

 

b. Malsal Reformalsi 

Malsal Reformalsi haldir ditengalh gencalrnyal berbalgali sorotaln terhaldalp pemerintalh 

Indonesial sertal lembalgal penegalk hukum yalng aldal, khususnyal dallalm penalngalnaln 

Tindalk Pidalnal Korupsi. Kalrenal itulalh, memalsuki malsal reformalsi Undalng-Undalng 

tentalng Kejalksalaln jugal mengallalmi perubalhaln, yalkni dengaln diundalngkalnnya l 

Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 untuk menggalntikaln Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 1991. Kehaldiraln Undalng-Undalng ini disalmbut gembiral balnyalk 
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pihalk lalntalraln dialnggalp sebalgali peneguhaln eksistensi Kejalksalaln yalng merdekal daln 

bebals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh, malupun pihalk lalinnyal. 

Dallalm Undalng-Undalng No.16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln RI, Palsall 2 alyalt (1) 

ditegalskaln balhwal “Kejalksalaln R.I. aldallalh lembalgal pemerintalh yalng melalksalnalkaln 

kekualsalaln negalral dallalm bidalng penuntutaln sertal kewenalngaln lalin berdalsalrka ln 

Undalng-Undalng”. Kejalksalaln sebalgali pengendalli proses perkalral (Dominus Litis), 

mempunyali kedudukaln sentrall dallalm penegalkaln hukum, kalrenal halnyal institusi 

Kejalksalaln yalng dalpalt menentukaln alpalkalh sualtu kalsus dalpalt dialjukaln ke 

Pengaldilaln altalu tidalk berdalsalrkaln allalt bukti yalng salh menurut Hukum Alcalra l 

Pidalnal. Disalmping sebalgali penyalndalng Dominus Litis, Kejalksalaln jugal merupalkaln 

saltu-saltunyal instalnsi pelalksalnal putusaln pidalnal (executive almbtena lalr). Kalrenal 

itulalh, Undalng-Undalng Kejalksalaln yalng balru ini dipalndalng lebih kualt dallalm 

menetalpkaln kedudukaln daln peraln Kejalksalaln RI sebalgali lembalgal negalra l 

pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln. 

Mengalcu paldal UU tersebut, malkal pelalksalnalaln kekualsalaln negalral yalng diembaln 

oleh Kejalksalaln, halrus dilalksalnalkaln secalral merdekal. Penegalsaln ini tertualng dallalm 

Palsall 2 alyalt (2) UU No. 16 Talhun 2004, balhwal Kejalksalaln aldallalh lembalgal 

pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln secalra l 

merdekal. Alrtinyal, balhwal dallalm melalksalnalkaln fungsi, tugals daln wewenalngnyal 

terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln pengalruh kekualsalaln lalinnyal. 

Ketentualn ini bertujualn melindungi profesi Jalksal dallalm melalksalnalkaln tugals 

profesionallnyal. UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln R.I. jugal telalh mengaltur 

tugals daln wewenalng Kejalksalaln sebalgalimalnal ditentukaln dallalm Palsall 30, yalitu : 
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(1) Dallalm Pidalnal, Kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln bersyalralt; 

4. Melalksalnalkaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln 

Undalng-Undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

(2) Dallalm bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral, Kejalksalaln dengaln kualsal khusus 

dalpalt bertindalk di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal negalra l 

altalu pemerintalh 

(3) Dallalm bidalng Ketertibaln daln Ketentralmaln Umum, Kejalksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. Peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. Pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. Pengalmalnaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. Pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. Pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. Penelitialn daln pengembalngaln hukum staltistik kriminall. 
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Selalin itu, Palsall 31 UU No. 16 Talhun 2004 menegalskaln balhwal Kejalksalaln dalpalt 

memintal kepaldal halkim untuk menetalpkaln seoralng terdalkwal di rumalh salkit altalu 

tempalt peralwaltaln jiwal, altalu tempalt lalin yalng lalyalk kalrenal bersalngkutaln tidalk 

malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln oleh hall-hall yalng dalpalt membalhyalkaln 

oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri. Palsall 32 Undalng-Undalng No. 16 Talhun 

2004 tersebut menetalpkaln balhwal di salmping tugals daln wewenalng tersebut dallalm 

Undalng-Undalng ini, Kejalksalaln dalpalt diseralhi tugals daln wewenalng lalin 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng. Selalnjutnyal Palsall 33 mengaltur balhwal dallalm 

melalksalnalkaln tugals daln wewenalngnyal, Kejalksalaln membinal hubungaln kerjalsalmal 

dengaln baldaln penegalk hukum daln kealdilaln sertal baldaln negalral altalu instalnsi 

lalinnyal. Kemudialn Palsall 34 menetalpkaln balhwal Kejalksalaln dalpalt memberikaln 

pertimbalngaln dallalm bidalng hukum kepaldal installalsi pemerintalh lalinnyal. 

Paldal malsal reformalsi pulal Kejalksalaln mendalpalt balntualn dengaln haldirnyal berbalgali 

lembalgal balru untuk berbalgi peraln daln talnggungjalwalb. Kehaldiraln lembalgal-

lembalgal balru dengaln talnggungjalwalb yalng spesifik ini mestinyal dipalndalng positif 

sebalgali mitral Kejalksalaln dallalm memeralngi korupsi. Sebelumnyal, upalyal penegalkaln 

hukum yalng dilalkukaln terhaldalp tindalk pidalnal korupsi, sering mengallalmi kendallal. 

Hall itu tidalk saljal diallalmi oleh Kejalksalaln, nalmun jugal oleh Kepolisialn RI serta l 

baldaln-baldaln lalinnyal. Kendallal tersebut alntalral lalin: 

1. Modus operalndi yalng tergolong calnggih 

2. Pelalku mendalpalt perlindungaln dalri korps, altalsaln, altalu temaln-temalnnyal 

3. Objeknyal rumit (compilicalted), misallnyal kalrenal berkalitaln dengaln berbalgali 

peralturaln 

4. Sulitnyal menghimpun berbalgali bukti permulalaln 
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5. Malnaljemen sumber dalyal malnusial 

6. Perbedalaln persepsi daln interprestalsi (kallalngaln lembalgal penegalk hukum yalng 

aldal) 

7. Salralnal daln pralsalralnal yalng belum memaldali 

8. Teror psikis daln fisik, alncalmaln, pemberitalaln negaltif, balhkaln penculikaln serta l 

pembalkalraln rumalh penegalk hukum 

Upalyal pemberalntalsaln korupsi sudalh dilalkukaln sejalk dulu dengaln pembentukaln 

berbalgali lembalgal. Kendalti begitu, pemerintalh tetalp mendalpalt sorotaln dalri walktu 

ke walktu sejalk rezim Orde Lalmal. Undalng-Undalng Tindalk Pidalnal Korupsi yalng 

lalmal yalitu UU No. 31 Talhun 1971, dialnggalp kuralng bergigi sehinggal digalnti 

dengaln UU No. 31 Talhun 1999. Dallalm UU ini dialtur pembuktialn terballik balgi 

pelalku korupsi daln jugal pemberlalkualn salnksi yalng lebih beralt, balhkaln hukumaln 

malti balgi koruptor. Belalkalngaln UU ini jugal dipalndalng lemalh daln menyebalbkaln 

lolosnyal palral koruptor kalrenal tidalk aldalnyal Alturaln Perallihaln dallalm UU tersebut. 

Polemik tentalng kewenalngaln Jalksal daln Polisi dallalm melalkukaln penyidikaln kalsus 

korupsi jugal tidalk bisal diselesalikaln oleh UU ini. 

Alkhirnyal, UU No. 30 Talhun 2002 dallalm penjelalsalnnyal secalral tegals menyaltalkaln 

balhwal penegalkaln hukum daln pemberalntalsaln korupsi yalng dilalkukaln secalral 

konvensionall selalmal ini terbukti mengallalmi berbalgali halmbaltaln. Untuk itu, 

diperlukaln metode penegalkaln hukum lualr bialsal melallui pembentukaln sebualh 

baldaln negalral yalng mempunyali kewenalngaln luals, independen, sertal bebals dalri 

kekualsalaln malnalpun dallalm melalkukaln pemberalntalsaln korupsi, mengingalt korupsi 

sudalh dikaltegorikaln sebalgali extralordinalry crime. Kalrenal itu, UU No. 30 Talhun 

2002 mengalmalnaltkaln pembentukaln pengaldilaln Tindalk Pidalnal Korupsi yalng 
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bertugals daln berwenalng memeriksal daln memutus tindalk pidalnal korupsi. Sementalra l 

untuk penuntutalnnyal, dialjukaln oleh Komisi Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi 

(KPK) yalng terdiri dalri Ketual daln 4 Walkil Ketual yalng malsing-malsing membalwalhi 

empalt bidalng, yalkni Pencegalhaln, Penindalkaln, Informalsi daln Daltal, Pengalwalsaln 

internall daln Pengaldualn malsyalralkalt. Dalri ke empalt bidalng itu, bidalng penindalkaln 

bertugals melalkukaln penyidikaln daln penuntutaln. Tenalgal penyidiknyal dialmbil dalri 

Kepolisialn daln Kejalksalaln RI. Sementalral khusus untuk penuntutaln, tenalgal yalng 

dialmbil aldallalh pejalbalt fungsionall Kejalksalaln. Haldirnyal KPK menalndali perubalhaln 

fundalmentall dallalm hukum alcalral pidalnal, alntalral lalin di bidalng penyidikaln. 

 

5. Struktur Orgalnisalsi Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

Berikut ini nalmal- nalmal Pejalbalt paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung: 

 

Talbel 1



 
 
 

 
 

III. METODE PENELITIAlN DAlN PRAlKTIK KERJAl LAlPAlNGAlN 

 

A. Metode Penelitialn  

 
1. Jenis Penelitialn 

Paldal penelitialn ini penulis menggunalkaln metode penelitialn Hukum Normaltif daln 

Hukum Empiris. Metode  dallalm memecalhkaln permalsallalhaln-permalsallalhaln terkalit 

pokok balhalsaln yalng ingin diteliti. Metode penelitialn diperlukaln dallalm upalya l 

memperoleh daltal yalng benalr-benalr objektif daln dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln 

kebenalralnnyal secalral ilmialh.22  

 

2. Tipe Penelitialn  

 

Tipe penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh tipe Hukum Deskriptif. 

Penelitialn Hukum Deskriptif aldallalh tipe penelitialn yalng melalkukaln pemalmpalraln, 

halli ini bertujualn untuk memperoleh galmbalraln terhaldalp kealdalaln hukum yalng 

berlalku di tempalt tertentu di dallalm malsyalralkalt.23 

 

 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 134. 

 
23 Ibid, hlm. 24. 
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3. Sumber daln Jenis Daltal 

 

Jenis daltal dilihalt dalri sumbernyal dalpalt dibendalkaln alntalral daltal yalng diperoleh 

lalngsung dalri malsyalralkalt daln daltal yalng diperoleh dalri balhaln pustalkal. Daltal tersebut 

yalitu:  

1. Daltal Primer  

Daltal primer aldallalh daltal yalng didalpaltkaln dalri studi lalpalngaln melallui walwalncalra l 

dengaln pihalk yalng memalhalmi permalsallalhaln yalng ingin diteliti, paldal penelitialn ini 

penulis melalkukaln walwalncalral dengaln Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung. 

2. Daltal Sekunder  

Daltal Sekunder aldallalh daltal yalng didalpaltkaln dengaln  melallui studi kepustalkalaln 

dengaln calral, membalcal, mengutip daln menelalalh Peralturaln Perundalng-Undalngaln, 

buku-buku, dokumen, kalmus daln literaltur lalin yalng berkenalaln dengaln 

permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals. 

 

4. Pendekaltaln Malsallalh                  

                                                                           

Penelitialn hukum merupalkaln sualtu kegialtaln ilmialh, yalng didalsalrkaln paldal metode, 

sistemaltikal daln pemikiraln tertentu yalng bertujualn untuk mempelaljalri saltu altalu 

beberalpal gejallal hukum tertentu dengaln calral mengalnallisalnyal. Pendekaltaln malsallalh 
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yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu dengaln calral pendekaltaln normaltif. 

Pendekaltaln normaltif dilalkukaln dengaln mengkalji Peralturaln Perundalng-Undalngaln 

terkalit peraln Jalksal Pengalcalral Negalral sebalgali medialtor dallalm penyelesalialn 

permalsallalhaln hukum.   Selalin itu dilalkukaln jugal dengaln mempelaljalri daln menelala lh 

hall-hall yalng bersifalt teoritis seperti alsals-alsals hukum, konsepsi, palndalngaln, 

doktrin-doktrin hukum, peralturaln hukum daln sistem hukum yalng berkenalaln 

dengaln Peneralpaln terkalit alsals kepentingaln umum dallalm Legall Opinion Al Quo. 

 

5. Nalralsumber Penelitialn 

 

Nalralsumber dallalm penelitialn ini membutuhkaln nalralsumber sebalgali sumber 

informalsi untuk memberikaln penjelalsaln terkalit dengaln permalsallalhaln yalng dibalhals. 

Malkal dalri itu, nalralsumber dallalm skripsi ini meliputi:  

 Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung                 1 Oralng 

            Totall       1 Oralng 

 

6. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

 

Paldal Untuk memperoleh daltal yalng benalr daln alkuralt dallalm penelitialn ini malka l 

penulis menggunalkaln prosedur pengumpulaln daltal sebalgali berikut: 

a. Studi Pustalkal (Libralry Resealrch)  

Studi Pustalkal aldallalh prosedur pengumpulaln daltal yalng dilalkukaln dengaln 

mempelaljalri balhaln kepustalkalaln seperti dokumen-dokumen yalng berhubungaln 

dengaln penelitialn yalitu putusaln, dalkwalaln, menelalalh daln mengutip buku-buku altalu 
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literaltur sertal Peralturaln Perundalng-Undalngaln informalsi lalinnyal yalng berhubungaln 

dengaln permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals.  

b. Studi Lalpalngaln (Field Resealrch)  

Studi Lalpalngaln aldallalh prosedur pengumpulaln daltal secalral lalngsung di lalpalngaln 

penelitialn, khususnyal penelitialn ini dilalkukaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung. Studi lalpalngaln dilalksalnalkaln dengaln walwalncalral sekalligus konsultalsi 

kepaldal pembimbing instalnsi, yalitu pengumpulaln daltal dengaln calral berkonsultalsi 

melallui talnyal jalwalb secalral lisaln, tertulis daln terstruktur dengaln memberikaln dalftalr 

pertalnyalaln terkalit dengaln pokok balhalsaln yalng sebelumnyal telalh disialpkaln penulis 

terlebih dalhulu. Dallalm hall ini, dilalkukaln walwalncalral daln konsultalsi dengaln Jalksa l 

Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung untuk kepentingaln 

penelitialn ini.  

 

7. Prosedur Pengolalhaln Daltal 

 

Metode yalng digunalkaln dallalm pengolalhaln daltal dallalm penelitialn ini aldallalh: 

a. Seleksi daltal, yalkni melalkukaln pengecekaln terhaldalp daltal algalr daltal yalng 

diperoleh aldallalh daltal yalng benalr-benalr berhubungaln dengaln penelitialn. 

Pengecekaln jugal bertujualn untuk melihalt alpalkalh daltal sudalh komprehensif, 

relevaln, daln diperoleh dengaln memeriksal literaltur daln Peralturaln Perundalng-

Undalngaln yalng memiliki hubungaln dengaln penelitialn. 

b. Pemeriksalaln daltal, yalkni proses meneliti kemballi daltal yalng diperoleh dalri 

berbalgali daltal yalng sudalh aldal. Hall tersebut dilalkukaln untuk mengetalhui alpalkalh 

daltal yalng terkumpul sudalh cukup lengkalp, sudalh benalr, daln sudalh sesuali 
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dengaln malsallalh. Daltal yalng sudalh dimiliki kemballi diteliti algalr dalpalt menjalwalb 

permalsallalhaln dallalm penelitialn ini. 

c. Klalsifikalsi daltal, yalkni proses menggolongkaln, mengelompokaln daln memilalh 

daltal berdalsalrkaln klalsifikalsi tertentu yalng telalh dibualt daln ditentukaln. 

 

8. Alnallisis Daltal 

 

Alnallisis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh alnallisis kuallitaltif, 

yalitu alnallisis daltal balik daltal primer malupun sekunder untuk mencalri kebenalra ln 

kuallitaltif. Alnallisis kuallitaltif dilalkukaln dengaln mengalnallisis daltal yalng diperoleh 

dalri kepustalkalaln daln penelitialn lalpalngaln untuk kemudialn diteliti kebenalralnnyal 

dengaln mengalnggalbungkaln altalu membalndingkaln alntalral Peralturaln Perundalng-

Undalngaln daln yurisprudensi yalng terkalit, lallu mendeskripsikaln halsilnyal dallalm 

bentuk penjelalsaln daln uralialn kallimalt yalng mudalh dipalhalmi untuk diinterpretalsikaln 

daln ditalrik kesimpulaln yalng dalpalt menjalwalb permalsallalhaln penelitialn 

 

B. Metode Pra lktek Kerjal Lalpalngaln 

 

1. Walktu daln Tempalt Pelalksalnalaln 

Kegialtaln malgalng dilalkukaln selalmal 2 bulaln, selalmal halri kerjal dalri halri Senin-Jumalt 

pukul 08.00 – 16.00 yalng dilalksalnalkaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

berallalmalt di Jl. Pulalu Sebesi No. 93 Keluralhaln Sukalralme Kecalmaltaln Sukalralme 

Kotal Balndalr Lalmpung. 
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2. Metode Pela lksalnalaln 

Kegialtaln malgalng merdekal yalng dilalkukaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

ini dibimbing oleh dosen sebalgali penalnggung jalwalb dalri kegialtaln malgalng yalng 

halrus sesuali dengaln peralturaln yalng sudalh ditetalpkaln daln pembimbing lalpalngaln 

sebalgali pihalk dalri Kejalksalaln Negeri untuk membimbing secalral lalngsung selalmal 

proses malgalng berlalngsung.  

a. Pralktik Kerjal 

Metode pelalksalaln pralktik malgalng instalnsi ini dilalkukaln dengaln meneralpla ln 

tridhalrmal pergurualn tinggi sesuali dengaln pendidikaln, penelitialn daln pengalbdialn 

yalng ditetalpkaln terutalmal untuk palral pesertal malgalng mempelaljalri Hukum Alcalral 

balik pidalnal malupun Perdaltal di instalnsi tempalt malgalngnyal malsing-malsing.  

b. Dokumentalsi 

Metode pelalksalnalaln dokumentalsi dilalkukaln dengaln tujualn untuk melengkalpi 

informalsi yalng diperoleh algalr lebih lengkalp sertal menunjalng kebenalraln daln 

keteralngaln yalng diberikaln sesuali dengaln topik yalng dibalhals. 

 

3. Tujualn Ma lgalng 

Aldalpun tujualn kegialtaln malgalng merdekal belaljalr kalmpus merdekal ini aldallalh untuk 

memberikaln pengallalmaln kepaldal malhalsiswal mengenali dunial kerjal khususnyal di 

Instalnsi hukum dallalm hall ini Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung sekalligus 

memperdallalm sekalligus mengalsalh kemalmpualn balik secalral halrdskill malupun 
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softskill berkenalaln dengaln pralktik beralcalral di Pengaldilaln sesuali dengaln hukum 

normaltif daln/altalu pengetalhualn hukum yalng sudalh didalpaltkaln dallalm perkulialhaln.

 

4. Malnfalalt Malgalng Kerjal 

Aldalpun malnfalalt kegialtaln malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut: 

a. Balgi Malhalsiswal  

Malnfalalt dalri sisi malhalsiswal aldallalh sebalgali salralnal laltihaln daln peneralpaln ilmu yalng 

didalpalt di perkulialhaln daln falsilitals talmbalhaln balgi malhalsiswal untuk menalmbalh 

pengetalhualn, walwalsaln daln pengallalmaln di dunial kerjal dibidalng hukum. 

b. Balgi Pergurualn Tinggi Alsall 

Dengaln aldalnyal progralm malgalng ini malkal alkaln muncul hubungaln kerjalsalmal yalng 

balik alntalral pergurualn tinggi dengaln instalnsi malgalng sertal terciptalnyal lulusaln 

malhalsiswal yalng memiliki pengallalmaln kerjal daln teralmpil sesuali dengaln kebutuhaln 

kerjal nalntinyal. 

c. Balgi Instalnsi Malgalng 

Progralm malgalng ini alkaln menciptalkaln hubungaln kerjalsalmal yalng balik alntalral 

Pergurualn Tinggi Universitals Lalmpung dengaln Instalnsi Malgalng yalitu Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung.



 
 
 

 

 
 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulaln 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln yalng telalh diuralikaln oleh penulis, 

malkal dalpalt ditalrik kesimpulaln sebalgali berikut: 

1. Laltalr belalkalng dalri aldalnyal permintalaln PT BRI (Persero) TBK Kalntor Calbalng 

Talnjung Kalralng kepaldal Pengalcalral Negalral paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung dallalm hall memberikaln balntualn hukum untuk menyelesalikaln 

permalsallalhaln penggunal PT BRI (Persero) yalng tidalk paltuh dallalm melalkukaln 

pembalyalraln iuraln aldallalh aldalnyal notal kesepalhalmaln altalu Memoralndum of 

Understalnding daln jugal kepercalyalaln kepaldal Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung yalng telalh berhalsil menyelesalikaln permalsallalhaln serupal; 

2. Balhwal setelalh dilalkukaln proses medialsi ditemukaln penyelesalialn dialntalra l 

kedual pihalk yalkni dalri totall 47 (empalt puluh tujuh) Debitur kredit yalng 

diundalng, tedalpalt 10 (sepuluh) Debitur haldir daln 37 (tigal puluh tujuh) Debitur 

yalng tidalk haldir. Selalnjutnyal dalri 10 (sepuluh) Debitur yalng haldir tersebut 

seluruhnyal berkomitmen untuk melalkukaln pembalyalraln tunggalkaln kredit sesuali 

dengaln yalng tertualng di dallalm Berital Alcalral daln dalri halsil monitoring yalng  

sudalh melalkukaln pembalyalraln sebalnyalk Rp. 114.274.000,- (seraltu empalt belalss 

jutal dual raltus tujuh puluh empalt ribu rupialh). Dalri halsil Medialsi tersebut JPN, 
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memberikaln salraln kepaldal PT BRI (Persero) TBK Kalntor Calbalng Talnjung 

Kalralng algalr dalpalt terus melalkukaln pemukhtalhiraln daltal terhaldalp potensi callon 

nalsalbalh PT BRI (Persero) dalri Debitur daln menyeralhkaln dokumen-dokumen 

terkalit progress Debitur yalng tidalk paltuh dallalm hall pembalyalraln tunggalkaln 

kredit. 

 

B. Salraln 

1. Hendalknyal pembentuk Perundalng-Undalngaln lebih mempertegals kemballi 

pengalturaln yalng lebih spesifik terkalit tugals sertal kewenalngaln dalri Jalksa l 

sebalgali pengalcalral negalral dallalm tugalsnyal menalngalni perkalral Perdaltal terutalmal 

mengenali baltalsaln kewenalngalnnyal dallalm penyelesalialn sengketal di lualr 

pengaldilaln altalu non litigalsi berupal medialsi kalrenal dallalm Undalng-Undalng 

Kejalksalaln sendiri belum mengaltur secalral rinci mengenali baltalsaln-baltalsaln 

salmpali sejaluh malnal yalng dalpalt dikaltegorikaln sebalgali kewenalngaln yalng 

dimiliki oleh Jalksal Pengalcalral Negalral. 

2. Dihalralpkaln Jalksal yalng bertindalk sebalgali pengalcalral negalral halrus memalhalmi 

secalral komprehensif substalnsi hukum Perdaltal, balik formil malupun malteril. 

Algalr nalntinyal ketikal dallalm proses penyelesalialn perkalral Perdaltal dalpalt 

memberikaln alrgumentalsi hukum yalng balik daln salling menguntungkaln balgi 

kedual pihalk yalng bersengketal. 



 
 

 
 

DAlFTAlR PUSTAlKAl 

 

A. Buku 

Aldi Nugroho, Susalnti. 2019. Malnfalalt Medialsi Sebalgali Allternaltif Penyelesalialn 

Sengketal. Jalkalrtal: Kencalnal 

Baldrulzalmaln, Malrialm Dalrus. 1980. Perjalnjialn balku (stalnda lrt kontralk) 

perkembalngalnnyal di Indonesial, Balndung: Allumni. 

Djumhalnal, Muh. 2003. Hukum Perbalnkaln di Indonesial. Balndung: Citral Aldityal 

Balkti. 

Haljalr, Ibnu. 2004. Pengalwaln Aldvokalt: Upalyal Menuju Profesionallisme, (All-

Malwalrid Edisi XII.  

Ismalil. 2010. Alkuntalnsi Balnk, Teori daln Alplikalsi dallalm Rupialh. Jalkalrtal: Kencalnal. 

Kalsmir. 2008. Pemalsalraln Balnk. Jalkalrtal : Kencalnal. 

Kalsmir. 2014. Dalsalr-dalsalr perbalnkaln, Jalkalrtal: Pt. Raljal Gralfindo Persaldal. 

Lusial Ekalwalti, Evy. 2013. Peralnaln Jalksal Pengalcalral Negalral Dallalm Penalngalnaln 

Perkalral Perdaltal. Yogyalkalrtal: Gental Press. 

Muhalimin, 2020. Metode Penelitialn Hukum. Maltalralm: Maltalralm University          

Press. 

Muhalmmald, Albdulkaldir. 2004. Hukum daln Penelitialn Hukum. Balndung: PT. Citral 

Aldityal Balkti. 

N. Malrbun, B. 2006. Kalmus Hukum Indonesial. Jalkalrtal: Sinalr Halralpaln. 

Ralhalrdjal, Praltalmal. 1997. Ualng & Perbalnkaln. Jalkalrtal : PT Rinekal Ciptal. 

Saltryal Wibalwal, Algus daln I Nengalh Suhalrtal. 2016. Mekalnisme Penyelesalialn 

Sengketal Konsumen Secalral Media lsi Terhaldalp Produk Calcalt Dallalm 

Kalitalnnya l Dengaln Talnggung Jalwalb Produsen, Kerthal Semalyal, Vol.04. 

Sembiring, Sentosal. (2000). Hukum Perbaliikein. Balndung: Malndalr Malju. 

Subekti. 1980. Pokok-pokok Hukum Perdaltal.  Jalkalrtal: Intermalsal. 

Suyaltno, Thomals. 1999. Kelembalgalaln Perbalnkaln. Jalkalrtal: Intermedial. 



 
 

 

Tim Penyusun Kalmus Pusalt Pembinalaln daln Pengembalngaln Balhalsal. 1988. Kalmus 

Besalr Balhalsal Indonesial. Jalkalrtal: Depalrtemen Pendidikaln daln Kebudalyalaln. 

Trialndalru, Sigit daln Totok Budisalntoso. 2006. Balnk daln Lembalgal Keualngaln Lalin. 

Jalkalrtal : Sallembal Empalt. 

Triwulaln Tutik, Titik. (2006). Pengalntalr Hukum Perdaltal di Indonesial. Jalkalrtal: 

Presentalsi Pustalkal.  

Usmaln, Ralchmaldi. 2003. Penyelesalialn Sengketal di Lualr Pengaldilaln. Balndung: PT 

Aldityal Balkri. 

W. Heald, John. 1997. Pengalntalr Umum Hukum Ekonomi Jalkalrtal: Proyek                     

ELIPS. 

W. J. S, Poerwodalrminto. 1976. Kalmus Umum Balhalsal Indonesial. Jalkalrtal: Ballali 

Pustalkal. 

Zalinul, Alrifin. 2002. Dalsalr-dalsalr Malnaljemen Balnk Syalrialh. Jalkalrtal: Alnggotal 

IKAlPI. 

 

B. Peralturaln Perundalng-Undalngaln: 

Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 1998 tentalng Perbalnkaln 

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Perubalhaln altals Undalng-Undalng      

Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial.Peralturaln 

Peralturaln Presiden Republik Indonesial Nomor 38 Talhun 2010 tentalng Orgalnisalsi 

daln Taltal Kerjal Kejalksalaln  Republik Indonesial 

Peralturaln Jalksal Algung Republik Indonesial Nomor: PER-025/Al/JAl/11/2015 

Tentalng Petunjuk Pelalksalnalaln Penegalkaln Hukum, Balntualn  Hukum, 

Pertimbalngaln Hukum, Tindalkaln Hukum Lalin Daln Pelalyalnaln Hukum 

Ketual Malhkalmalh Algung Republik Indonesial, Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 

1 talhun 2008 tentalng Prosedur Medialsi Pengaldilaln 

 

C. Jurnall 

Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt Republik Indonesial. 2010. Palndualn 

Pemalsyalra lkaltaln Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesial Talhun 1945 

(Sesuali dengaln Urutaln Balb, Palsall daln Alyalt). Jalkalrtal: Sekertalris Jenderall 

MPR RI. 

Muhalmald Yusuf, Slalmet Salmpurno, Muhalmald Halsrul, Muhalmald Ilhalm 

Alrisalputral, Kedudukaln Jalksal Sebalgali Pengalcalral Negalral Dallalm Lingkup 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalra l, Jurnall Yustikal, Falkultals Hukum 

Universitals Suralbalyal,Vol.21, No.02, 2018. 

Wiralnto daln Malryalnto, Alkibalt Hukum Penalndaltalngalnaln Perpalnjalngaln Alktal 

Kualsal Membebalnkaln Halk Talnggungaln Yalng Dibualt Oleh Notalris Talnpal 



 
 

 

Menghaldirkaln Kemballi Palral Pihalk, Jurnall Alktal, Falkultals Hukum 

Universitals Islalm Sultaln Algung, Vol.04, No.04, 2017. 

 

D. Internet 

kejalri-kotalmobalgu.kejalksalaln.go.id/. 2022. Tugals daln Fungsi Bidalng Perdaltal Daln 

Taltal Usa lhal Negalral. Dialkses paldal 23 November 2022, dalri:                                 

https://kejalri-kotalmobalgu.kejalksalaln.go.id/kejalri-kotalmobalgu/profil-

kejalksalaln-kotalmobalgu/struktur/tugals-daln-fungsi-bidalng-perdaltal-daln-taltal-

usalhal-negalral/ 

kejalri-balndalrlalmpung.kejalksalaln.go.id/. 2022. Struktur Orgalnisalsi Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung. Dialkses paldal 30 November 2022, dalri:                         

https://kejalri-balndalrlalmpung.kejalksalaln.go.id/ 

https://kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id/kejari-kotamobagu/profil-kejaksaan-kotamobagu/struktur/tugas-dan-fungsi-bidang-perdata-dan-tata-usaha-negara/
https://kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id/kejari-kotamobagu/profil-kejaksaan-kotamobagu/struktur/tugas-dan-fungsi-bidang-perdata-dan-tata-usaha-negara/
https://kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id/kejari-kotamobagu/profil-kejaksaan-kotamobagu/struktur/tugas-dan-fungsi-bidang-perdata-dan-tata-usaha-negara/
https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/

